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- BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO
' PERATURAN BUPATI BOALEMO
- NOMOR 64 TAHUN 2018
| . TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
' TAHUN ANGGARAN 2019
' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,
_ Menimbang R -.bahizva.untuk:memcnuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan
S . Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2018
_ tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
~ Tehun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belan_;a Daerah
| Tahun Anggaran 2019; ,
o . Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
K : e Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari -
S g AL f-‘:‘l-'""‘!(“'"f‘;;w & . o . .
b fﬁ \PAT KOGROINAL! { ‘Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

 anTan
o L e N SO S

» AR e i B ST

L

; J
r : )
-wﬁmm *va::-ai:u.a-u G BT
” SL L '
Eﬁmhu .

Y -
s ] H]
B PR el b gy o

PRl PR R
CLat NIRRT LY A HORMTCRTED T . T At e

F R

15

.

* T AT AL U L AT,

et e
EERTSLNE AL
* 4
o
N ]
R R s At TR e
o :

7

* Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581_);'

. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan

' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899)

sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang

Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas ndang -

Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3965);




Menimbang

BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 64 TAHUN 2018 '

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
]- | TAHUN ANGGARAN 2019 .
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO, ,

"",::',-bahwa untuk memenuhl ketentuan Pasal 6 Peraturanj}i.‘_: "

:,AJ'Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2018::-';-" e
' "tentang ‘Anggaran Pendapatan dan Belan_;a Daerah'f-"'};fi' S
:Tahun Anggaran 2019 sebaga1 landasan operasmnal-';_{ -
'pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”' SR

oo Tahun Anggaran 2019

Mengingat ‘1 ',Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangf?f'.."":f”

| :_Penyelenggaraan Negara yang Bermh dan Bebas dari

Korup Sl’ KOIuSI dan NePOtlsme (I&‘mbaran Negarafi.;.if.’:f
o Repubhk Indonesm Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan__:-;i_:;.'f..;_—::.: o
o Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 358 1), L

2 Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentangf';f;"'
: Pembenmkan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara .
Repubhk Indonema Tahun 1999 Nomor 178 Tambahan‘,.f:'};f
‘--"-‘::f"'Lembaran Negara Repubhk Indonema Nornor 3899)'_;}_

Indonesm Tahun 2000 Nomor 77’ Tambahan Lembaran
': Negara Repubhk Indonesm Nornor 3965) |

‘sebagalmana telah d1ubah dengan Undang = Undang
e Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas nda.ng -
o Undang Nomor 50 Tahun 1999 tenta.ng Pembentukan
'f-‘Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Repubhk




3, Undang I Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang;;_-.:'_' SN
- Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesm-;-n_ o
| Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara_? o
-"iRepubhk Indonesua Nomor 4286); o
o 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang._
o Pcrbendaharaan Ncgara (Lembaran Negara Republik .
~ Indonesia Tahun 2004 -Nomor 5, Tambahan Lernbaran;_"-.
._ - -_~Negara Repubhk Indone51a Nomor 4355),
5,=Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
e Pemerlksaan Pengelolaan dan - Tanggung Jawab
| ;Keuangan Negara (Lembara.n Ncgara Republik Indonesxaf A
Tahun 2004 :Nomor 66, Tambahan Lembaran Nggara_;f'j__. o
Repubhk Indonesm Nomor 4400), T ' o i
/6. Undang - Undang' Nomor 25 __Tahun 2004 tentang

. S1stem Per encanaan Pembangunaﬂ Nasmnal (Lembaran

Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhkr
e ..;.__.Indonesm ‘ 'I‘ahun 2004 Nomor :12'__6 Tambahan-;.}:_

: ';Indonesm Nomor 5234)

10Undang “ Undang N'om r 23 ‘Tahun 2014 tentang =
i .“'.'_,'i"_Pemermtahan Daerah (Lembaran_ Negara Repubm(l'_[if; e




_Pcrubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23.. PN

. Tahun 2014 Tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran'
" ‘Negara' Republlk Indones1a Tahun 2015 Nomor 58
. ’I‘ambaha.n Lembaran Negara Republlk Indones1a Nomor
R 5679), _ .
11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang_
' Admlmstras1 Pemermtahan (Lembaran Negara’ Repubhk"
IndoneSIa ‘Tahun. 2014 Nomor 292, ‘Tambahan . -
L Lembara.n Negara Repubhk Indonesia Nomor 5601}; -
.- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang,
o Pa_]ak Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesm :
E ‘Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lcmbaran Negara'
E : Repubhk Indonesna Nomor 4138), PR i

= Repubhk Indonema Nomor 4139),

:j,;-g'f_;peraturan Pemenntah Nornor 66 Tahun 2001 tentang;‘
.. Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonema}-_-' & e
S Tahun 2001 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negaraf o .

o :f.;}Peraturan Pemenntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang:f

"w-"'?.-:__'{:.Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnumi

(Lembaran Negara Repubhk Indonesza Tahun 2005;‘ -

T .Nomor 48 Tambahan Lernbaran Negara Republxk}_ AR

' Indonema Nomor 4502), :

B 15 Peraturan Pemenntah Nomor 55 Tahun 2005 tentangrh_}ﬁ i

Dana Penmbangan (Lembaran Negara Republlkzu Er

o ‘.?Vlndonesna Tahun 2005 Nomor ""‘137 Ta.mbahan
s o Lembaran Negara Repubhk Indonesa Nomor 457 5)
B _1;6_7.7'_Peraturan Pemenntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang?

: 5;_"_S1stem Informasz Keuangan Daerah (Lembaran Negara‘

2R .;'Sebagalmana telah dlubah denga.n Peraturan“

.;_1_Atas Peratl.lran Pemenntah Nomor 56 Tahun 2005 ;

:'tentang Slstem_ Informa51 Keuangan Daerah (Lembaran

_Negara RePubhk Indonesza Tahun 2010 Nomor
Tambahan Lembara,n Negar a Repubhk Indone51a Nomor

: 'I,{"'_-';ij.Repubhk Indonesw. Ta.hun 2005 Nomor 138 Tambahan*“ S5
" Lembaran Negara Republlk Indones1a Nomor 4576),-"' .

5 “"'_..'Pemenntah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahanﬁ- S




17 Peraturan Pemerintah Nomor 57 ‘Tahun 2005 tentang
Hlbah Kepada Daerah (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan
Lembaran Negara Republlk IndoneSIa Nomor 4577),

18. Peraturan Pemermtah Nomor 58 Tahun. 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Repubhk Indone51a Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 4578),

19. Peraturan Pemermtah Nomor: 65 Tahun 2005 tcntang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stanelar
Pelayanan ‘ Minimal (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia- Tahun 2005 Nomor 150', Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Nomor 4585),
Peraturan Pemermtah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Repubhkl donema Tahun 2017 Nornor 106),
Peraturan Menterz Da.lam Negen Nomor 13 Tahu .:2006
-tentang Pcdoman Pcngclolaan Keuangan Daerah
sebagmmana telah dlubah beberap kah t rakhlr
dengan Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 21

ahu 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pedo an engelolaan Keuangan Daerah (Benta egara
Repubhk Indone51a Tahun 201 1 Nomor 310),




s _'25

Peraturan Menten Daiam Negen Nomor 32 Tahun 2011

R ; tentang Pedoman Pembenan Hlbah dan Bantuan Soszal -

_Yang Bersumber Dan' Anggaran Pendapatan ‘dan

. __Belanja Daerah sebagalmana telah . dlubah beberapa

kali terakhlr dengan Peraturan Menten Dalam Negen_

Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembenan
Hlbah dan Bantuan - Sosial Yang Bersumber Dari

3 : .'.Anggaran Pendapatan dan Bela.nja Daerah - (Benta :
| .'Negara Repubhk Indonesia Tahun 2018 Nomor 465}

..:Peraturan Menteri: Dalam Negen Nomor 62 Tahun 2011. v

tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasmnal |

'Sekolah (Berlta Negara Republlk Indone31a Tahun 2011 | ) E |

. Nomor 807);

- Peraturan Menterl Dalam Negcn Nomor 80 ’I‘ahun 2015_\ :f i b
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta_;

; 'Negara Repubhk Indonesxa Tahun 20 15 Nomor 2036),

t-_'."Daerah ’I‘ata Cara Evaluasx Rancangan Peraturani

- "‘-M_.Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka___
"'Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka?':ﬁ | L

ii'.,Menengah Daerah Scrta Tata Cara Perubahan Rencanar '

,jf?;, Pembangunan Jangka Pan_]ang Daerah Rencana__‘
- ""-Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana'.;-“ "
:'1:7;{':':.‘Kexja Pemenntah Daerah (Berlta Negara Republxk

e :_::’Indonesm Tahun 2017 Nomor 1312 ), Nare
s 29,1 _
" :ff.ﬁltentang Pedoman Pen)msunan Anggaran Pendapatan}[{ .

dan’ Belanja Daerah 'I‘ahun Anggaran 2019 (Benta:_l;{

V_ : ."-_:Peraturan Menten Dalam Negen Nornor 86 Tahun 2017‘-:"‘ o
s fﬁ-ﬁf-g_;:tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Tata Cara;;;.

':;_";: f_tPerencanaan, Pengendallan dan Evaluas1 Pembangunan

Peraturan Menten Dalam Ncgen Nomor 38 Tahun 20 18_ijf

: . Negara Repubhk Indonesm Tahun 2018 Nomor 701 ), | |
1130, -Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun AL
i 2011 tentang Pokok = Pokok - Pengelolaan Keuangan e

aerah [ Le' 'baran Daerah Kabupaten Boalemo 'ahun o
. . 0" g"I‘ambahan Lembaran Daerah Kabu '.ten' . _:- -
f"_"-Boalemo Nomori{ 1,‘71) b o Sl Ll




31 Peraturan Daerah Kabupaten Boa.lemo Nomor S Tahun ' i o
2018 tentang Anggaran Pendapatan da.n Belanja | Daerah' - LT
e _'Tahun Anggaran 2019 { Lembaran Daerah Kabupaten o |
S _-."-'_Boalemo Tahun 2018 Nomor 5 Tahun 2018), S

Memperhatlkan 1 Keputusan Gube_rnur Gorontalo - “'Nomor |
© 401/29/XI1/2018 Teﬁtan_g  Evaluasi Ra,t_lt:apgal_l_
) . Peraturan’ Daerah . Kabupafen Boalerho Tentang-'.
L Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten-' B |
. Boalemo - Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan
E fPeraturan . Bupat1 ‘Boalemo Tentang Pen;abaran:
| _"'-Anggaran ?endapatan dan Belan]a Daerah Kabupaten e
"'--:"'::_.-_':'Boalemo Tahun Anggaran 2019;° ' o R

i Keputusan Dewan Perwakllan Ra_kyat Daerah Kabupaten’_____';__‘-_
"_j."-Boalemo Nomor 31 Ta_hun 2018 Tentang Persetu_]uan.'.*- 2
: ""'-_DPRD Kabupaten Boalemo Atas Rancangan Peraturan_

1 Pendapata_n___

A Pendapatan'Ash Daerah TRl R _‘Rp. 52 227"858"180--_;_,__
o - b.Dana. Penmbangan s o ':‘_ RP 677:_ __541, 354.000,- |
e Lm-lal pe 'dapatan-d" rahyang sah .~°105.317.147.000,- -

. 834.696.359.180,-




2 Belanja _

- a. Belanja T1dak Langsung _ _ R : L
1) Belanja Pegawal . B Rp.:. 294.1-26.1-74.080,—:.":'
| 2) BelanjaHibsh  Rp.  8.803.400.000,

' 3) Belanja Bantuan Sosial ~ Rp. 100.000.000,-

4) Belanja Bagi Hasil | Rp. . 1.177.350.000,- -

 5) ‘Belanja Bantuan Keuangan . Rp.  138.803.614.416,-

6) Belanja Tidak Terduga = . Rp. 1.900.000.000,-. o
Jumlah Belanja Tidak Langsung‘_-' : Rp _'44'4;01._.0.5':':38.49_6,;7:'-;

b Belanja Langsung S SR - L
1) ‘Belanja Pegawai © Rp. 60.710.755. 688_';?'4 Sl
S Rp151.560.896.471, 2

;"'1'78 514.168.525,-
390.785.820.684
34.796.359.180

:'.5:’2) Beianja Barang dan Jasa S e
3 Belanja Modal

leblh Ianjut dalam Lamplran IV Peraturan Bupa iin



| Lamp1ran sebagazmana dlmaksud dalam Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 dan Pasal‘ L o
- 5 merupakan baglan yang tldak terplsahkan dan Peraturan Bupat1 ini. LT

Pasal 7

' L Pelaksanaan Penjabaran APBD yang -ditetapkan dalam peraturan lm_ .
d1tuangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
L =_Ker;]a Pcrangkat Daerah scsual dengan ketentuan Perundang-undangan o

Pasal 8 .

. 'ProyekSI anggaran belan_;a yang dananya bersumber dari dana |
S .penmbangan dan lain - lain pendapatan daerah yang sah yang merupakan,; B
.. bagian dari pendapatan daera.h dapat - dlreallsa81kan sepan_]ang dana_ o
':.'.-':;-tersebut ‘telah dltransfer ke kas daerah . oleh Pemermtah Pusat dan_
e _Pemermtah Provmsn Gorontalo ' T ' |

S ST Pasal 9 _ SR
tur. _Bupa’a 1m mula _;berlaku pada tanggal d1undangkan Agar setla'

orang mengetahumya memenntahkan pengundangan Peraturan "Bupaﬁim

dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Boalemo

L “j_D1undangkan d1 Tzlamuta .
e Pada tanggal 31 De ember 2018




